Trafficking In Person

KEMAMPUAN POLRI
MENGENDUS MODUS BARU

Berbagai pengungkapan kasus

perdagangan manusia atay

trafficking in person (TIP),~ g
diungkap jajaran kepnlbii‘ggj

di tingkat Polda
Polri. Pelaku baik/t
negara Indnnesia*'(ﬂlll) dm-
WNA, ﬂtand:q)! yFIrny

UKAN; ﬁ1a11 a Ltu! ‘Polri juga
membongkan: sindikat

perdaga anusia yang
diduga meliba kasi inter-
nasional. Keseriusan Polri meng:

ungkap perdag i5a0 manusia ini,
ternyata rnen]a
sian internasio

Bahkan Kep0g

dengan memberLkan pmgannpeng-
hargaan.

Piagam penghargaan,yang dise-
rahkan Deputy Commisioner' APE,
John Lawler, kepada‘\Wakapolri,
Komjen Pol Makbul Padmanagara,
di Mabes Polri, belum lama ini, me-
rupakan penghargaan atas peng-
ungkapan perdagangan manusia
dari Sri Lanka ke Australia yang di-
kendalikan dari Jakarta.

wPara, tersangka ini-selain mem-
perd;gahgkan manusia juga mela-
kukan,pembobolan, kartu Kredit
hingga rattisan kati, membtiat do-
kumen palsu dan melanggar keimi-
grasian. Ketiga tersangka yang kini
telah diserahkan ke jaksa penuntut
umumitu adalah Babu, Mohan dan
Brami.

Wakapolri Makbul Padmana-
gara mengatakan, pemberanhsan
Kéjahatan perdagangan mantisia
membutuhkKan-kerja sama kepo-

=z 50.000 orang per tahun.
o Bahkan, kata Kepala Badan In-

asi, Komunikasi dan PDE Pem-
ulsel, Amien Achmad, Indo-
ﬁ"rerupakan pemasok perda-
n. anak dan wanita terbesar

W digAsialT nggara. Jumlah tersebut

akansemakin bertambah jika tidak
ada antisipasi pencegahan baik dari

pemerin aupun masyarakat.
“Takc theran kalau akhir-
akhir i]:ﬁ yak mendapat so-
nia internasional,
[a-negara donor
yang me n akan menghenh—
kan ban L kepada pemerin-

tah Indon ila praktek traf-
idak d apat dihentikan,” ka-
tanya. :

Achmad menambahkan, salah
satu penyebab terjadinya perda-
gangan orang adalah ambruknya
sistemiekonomi lokal sehingga ba-
nyak anakjjgadis dan perempuan
yang dieksplotasi di tempat-tempat
Kkerja ‘global untuk mencari penda-
patan.

Situasi seperti ini semakin mera-
jalela di'negara-negara yang meng-
alami krisis ekonomi yang parah
akibat lapangan pekerjaan yang
tersedia di dalam negeri tidak sesuai
dengan pilihan mereka untuk tetap
,tm;:ra;l[ di-daerahnya.

AFP memberikan penghargaan
kepada Polri karena berhasil me-
nangkap tiga WN Sri Lanka yang
mengendalikan perdagangan ma-
nusia dari Jakarta, padahal mereka
sudah beraksi selama sembilan
tahun.

Polri dalam mengungkap kasus
ini banyak menerima data dari AFP
sebab kasus ini bermula dari Aus-
tralia ketika menangkap satu kapal
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lisian beberapa negara termasuk
AFP dengan Polri. “Kerja sama de-
ngan Australia tidak hanya soal
perdagangan manusia tetapi sudah
menyangkut narkoba, Le]ahatan
ekonomi dan terorisme,” katanya.
Praktek perdagangan orang di
Indonesia, saat ini semakin meng-
khawatirkan dan terjadi pening-
katan. Angka trafficking meningkat
yakni rata-rata mencapai sekitar

“Praktek trafflcklng tiap tahun
meningkat termasuk di Sulawesi
Selatan, sementara yang banyak
berperan adalah orang-orang dekat
dengan korban seperti orang tua
dan sanak saudara sehingga agak
sulit pencegahannya,” katanya,
seraya menambahkan bahwa per-
dagangan anak juga bisa dilakukan
agen penerima tenaga kerja In-
donesia.




hidup yang konsu
perlindungan h
yang masih lemah. -

“Ini ditandai dengan belum efek-
tifnya penerapan UU No 23/2002
tentang perlindungan anak dalam
berbagai kasus kejahatan terhadap
anak,” katanya. |

Amien menambahkan, tindakan
kejahatan perdagangan anak bukan
hanya merusak nilai-nilai hak-asasi

‘ \fbégi anak

manusia tetapi juga merendahkan:

harkat dan martabat manusia#Ka-

rena itu, memperdagangkan anak’
yang dilakukan orang-orang.yangs

tidak bertanggungjawab tidak
dapat ditolerir dan harus ditindak
tegas sesuai hukum yang berlaku.

Karena itu, Kepala Bagian Kese-

: cat-dan-

rusutamaan Gender Kota Yogyakar-
ta, Sri Marmining Djati, meminta
agar perempuan pencari kerja ha-
rus mewaspadai penawaran pela-
tihan kerja karena saat ini dite-
ngarai banyak kasus trafficking
yang menggunakan modus pelatih-
an kerja untuk menjerat calon
korban.

“Trafficking yang merupakan
bentuk perbudakan modern saat ini

semakin ber-
kembang de-
ngan menggu-
nakan modus
pelatihan kerja
dan berhasil
menjerat kor-
ban kaum ter-
pelajar,” kata-
nya.

Menurut dia,
dari se]umlah

ekonomi ku-
rang mampu.

“Saat ini pelaku %faf‘ff&kiﬁg su-
dah demikian cerdiknya untuk

“menjerat korban dengan berkedok
tihan kerja, sehingga merekal
yang terpelajar tidak luput.menjadi -

pel

korban. Untuk itu masyarakat ha-
rus hati-hati-terhadap penawaran
semacam itu apalagi jika lembaga-
nya t1dak kredlbel 3 Latanya

da masyarakat melalm 5051a115a51
diharapkan dapat mengantisipasi
tindak kejahatan perdagangan
orang khususnya terhadap perem-
puan dan anak.

Sebuah Lembaga Sosial Masya-
rakat (LSM) di Makassar bahkan be-
rani menyebutkan, enam dari 23 ka-
bupaten dan kota di Sulawesi Se-
latan yakni kabupaten Bone, Sinjai,
Sidrap, Wajo, Tanatoraja dan Luwu

dengan kondisi

diduga sebagai sumber perdagang-
an orang dengan daerah transit
Makassar dan Parepare.

Menurut Rosmiaty Azis, Makas-
sar dan Parepare yang memiliki
pelabuhan tergiat di Sulsel meru-
pakan daerah penerima trafficking
sekaligus melancarkan upaya per-
dagangan orang secara ilegal.

la menambahkan, pada 2005 ter-
catat 17 korban traffcking yang di-
pulangkan dari Nunukan, Kaltim,
ke Sulsel melalui pelabuhan Pare-

are.
Mﬂgar tidak terjadi hal serupa di
ma a'datang, diperlukan peran ma-
akat'dan instansi terkait untuk
ampencegahan dengan
ri -- gertlan kepada

alami pendentaan ch negara tempat
bekerja. 18

“Tidak seoxang?pun boleh diper-
budak atau'diperdagangkan secara
ilegal sebab/perbuatan seperti itu
dilarang sesuai pasal 20 UU No 39/
1999 tentang: JAM,” tandasnya.

Ini sesuai konutmen pemerintah
yang diwujudkan dalam bentuk
Keppres No 88/2002 tentang Renca-
na Aksi Nasional Penghapusan Per-
dagangan Perempuian dan anak-
anak (RAQI P3A) serta UU pembe-
rantasamtmdak plclana perdagang-

.. S
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"Tugas Polr

an dan penyidik-
" kata Kepala
Bldang Penerang-\
an Umum (Kabid
Penum) Divisi Hu-
mas Polri Kombes
Pol  Bambang
Kuncoko.
Menurutnya,
Polri juga terlibat
dalam_tindakan

i\

pencegahah terja-
dinya TIP, seperti
sosialisasi, advo-
kasi dan rehabili-
tasi.

Satgas ini, lan-
jut Bambang Kun-
coko, terdiri dari
Deplu, Depdagri,
Dephub, Depdik-
nas, Menteri Nega-
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perklrakar.1 banyak terdapat TKI

Jugaf{ ‘lah me,
hq ap beber@iaia sahaan ge

ra Pemberdayaan Perempuan, Ba-
dan Nasional Penempatan dan Per-
lindungan Tenaga Kerja Indonesia
(BNP2TKI), Imigrasi, dan Mabes Polri.

Ia menambahkan, TIP biasanya
terjadi di dua wilayah, yaitu di da-
lam negeri dan di luar negeri. Untuk
menjalankan tugas penyelidikan
dan penyidikan di luar negeri, Ma-
bes Polri memberdayakan lassion
officer (LO) atau perwakilan Polri
yang berada di luar negeri. “Pada
njatnya; 1 11'1 a.kan

ilegal yang akani dikirim ke Hong
Kong, Smgapura egara-negara
di Timur Ten

Sa@,,témi hg

tm,da]g&ar% ter-

%:;19 gasgiilal ;&khkgiya

sesuai dengan f@lan

AV |
z:grg 3 huk"ﬁ@kan };‘ghg *telah

* i dén ke luar negeri. [AR-ODS]
; > } g

pencegahan bisa dilakukan lebih
awal,” kata Bambang.

[a menambahkan, Satgas TIP
bekerja berdasarkan Inpres No 6/
2006 tentang Kebijakan Reformasi
Sistem Penempatan dan Perlin-
dungan Tenaga Kerja Indonesia.

Sebelumnya, Kepala Unit TIP
Badan Reserse dan Kriminal (Bares-
krim) Polri Kombes Pol Anton Char-
liyan, mengungkapkan, pencegahan
terjadinya TIP sebenarnya bisa
dilakukan sejak awal.

Setiap orang yang ingin bekerja
ke luar negeri juga harus memper-

», hatikan tiga aspek, yaitu kelengkap-

' N

dokumen skill dan kesxapan

may bekerja ke luar negen,
i’\spekulam Harus jelas

krim Polri, lanjut
an, beberapa bulan

dasus-kasus yang
z ku menyamarkan
engan memberikan

itu, ada beberapa BJTKI ilegal dan
sengaja menyelundupkan calon TKI




Berbahaya kalau
hal seperti ini
lakukan !!!
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